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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMPUNG UTARA,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 343 ayat (1)
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan berkenaan
dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Utara
Tahun 2023 dan pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah
perlu melakukan Perubahan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 dan ditetapkan dengan Peraturan
Bupati.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 4 Tahun 1956 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 55), Undang-
Undang Darurat Nomor 5 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 56) dan Undang-
Undang Darurat Nomor 6 Tahun 1956 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 57) tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II termasuk Kotapraja dalam
Lingkungan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1821);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

11

12.

Undang-Undang Nomor k? Tahun 2007 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4700);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah
Pengganti Undang—Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang
Penetapan Cipta Kerja ménjadl Undang-Undang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemeﬁntah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022
Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6757);

I
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawa Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041); ‘
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6178); |

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang
Ketentuan Umum Pajakw Daerah dan Retribusi Daerah
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2023 Nomor 85,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6881);

Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024
(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

Peraturan Presiden NomoriIOS Tahun 2022 tentang Rencana
Kerja Pemerintah Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 174);

Peraturan Menteri Da]arr{ Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun' 2015 Nomor 2036), sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 157); ‘
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017
tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan
Peraturan Daerah tentarig Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana
Pembangunan Jangka| Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah (Benta Negara Republik Indonesia Tahun
2017 Nomor 1312); |

Peraturan Menteri Sosiah Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan
Minimal Bidang Sosial d1 Daerah Provinsi dan di Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 868);

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 29/PRT/M/2018 Itentang Standar Teknis Standar
Pelayanan Minimal Pekeqaan Umum dan Perumahan Rakyat
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891);
Peraturan Menteri Dalanl Negeri Nomor 114 Tahun 2018
tentang Standar Teknis| Pelayanan Dasar pada Standar
Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1619);

Peraturan Menteri Da]aJﬂ Negeri Nomor 121 Tahun 2018
tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan
Ketenteraman dan Keteirtlban Umum di Provinsi dan
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2019 Nomor 158); |

Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2019 tentang
Standar Teknis Pemenuhan Mutu Pelayanan Dasar pada
Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun'2019 Nomor 68);

Peraturan Menteri Da]an# Negeri Nomor 90 Tahun 2019
tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Tekms Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesm Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor S9 Tahun 2021
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Riset dan
Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis
Pelayanan Minimal Pendldnkan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 677);

|
i
\
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|
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022

tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2022 Nomor 590);

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun
2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi
Pemutakhiran Klasifi ka51, Kodefikasi dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan
Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi
Lampung Nomor 12 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung nomor 521);

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 12 Tahun 2021
tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah
Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi
Lampung Tahun 2021 Nomor 12, Tambahan Lembaran
Daerah Provinsi Lampung Nomor 521);

|

Peraturan Gubernur Lamﬂung Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 (Berita Daerah
Provinsi Lampung Tahun 2022 Nomor 22);

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 10
Tahun 2008 tentang Renc%ma Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2008
Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung
Utara Nomor 36); ;

Peraturan Daerah Kabupatisen Lampung Utara Nomor 6 Tahun
2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2019-
2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun
2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Nomor 1 IV),

Peraturan Daerah Kabupahfen Lampung Utara Nomor 7 Tahun
2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2023 | (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2022 Nomor 7);
|

Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 1 Tahun
2023 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara (Lembaran Daerah Kabupaten
Lampung Utara Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Lampung Utara Nomor 125).

|

|

{

|
|



Menetapkan :

32.

i 22
Peraturan Bupati Lampuﬁg Utara Nomor 43 Tahun 20
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023
(Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun 2022 Nomor
43); |

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TEP:ITANG PERUBAHAN RENCANA
KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

BABI
KETENTUAN UMUM

PasalI

|
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Daerah adalah adalah lfesatuan masyarakat hukum yang
mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur
dan mengurus Urusan‘ Pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan
aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur
Penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi

kewenangan daerah otoriom.
|

Kepala Daerah adalah Bupati Lampung Utara.

Perangkat Daerah adalah Unsur Pembantu Bupati Lampung
Utara dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Lampung Utara daham penyelenggaraan  Urusan
Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

Badan Perencanaan Pem' angunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian dan evaluasi pelaksanaan perencanaan daerah
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang
selanjutnya disingkat RPIJPD adalah dokumen perencanaan
Daerah Kabupaten Lampung Utara untuk periode 20 (dua
puluh) tahun.

Rencana Pembangunan ‘Jangka Menengah Daerah, yang
selanjutnya disingkat n RPJMD adalah Rencana
Pembangunan Jangka! Menengah Daerah Kabupaten
Lampung Utara untuk periode 5 (lima) tahun.

Rencana Kerja Pemerin{tah Daerah yang selanjutnya di

singkat dengan RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.

|
Rencana Kerja Perangkht Daerah selanjutnya disingkat
Renja adalah dokumeni perencanaan Perangkat Daerah
Kabupaten Lampung Utara untuk periode 1 (satu) tahun.
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Kebijakan Umum Anggar!an yang selanjutnya dlsmgkat KUA
adalah dokumen yang memuat kebijakan pldang
pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang
mendasarinya untuk per?ode 1 (satu) tahun.

Prioritas dan Plafond Anggaran Sementara yang selanjutnya
disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas
maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat
Daerah untuk setiap  program sebagai acuan dalam
penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah
sebelum disepakati dengan DPRD.

Anggaran Pendapatan dq.n Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Isu-Isu Strategis ada]aL kondisi atau hal yang harus
diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan
pembangunan daerah 'karena dampaknya yang sangat
signifikan bagi daerah dtlmgan karakteristik bersifat penting,
mendasar, mendesak, bgjangka Panjang, dan menentukan
tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang
akan datang. !

Visi adalah rumusan ‘umum mengenai keadaan yang
diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang
akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Program adalah instrument kebijakan yang berisi 1 (satu)

atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi

pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan

oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan
. ] .

tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau

seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) dan/atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah
(APBD). |

|

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh
1 (satu) atau beberapa pérangkat daerah sebagai bagian dari
pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari
sekumpulan tindakan pengarahan sumber daya personil
(sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan
dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau
kesemua jenis sumber daya tersebut.

Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan
oleh kegiatan yang <’iilaksanakan untuk mendukung
pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan
kebijakan.

Hasil (outcome) adalah slegala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam suatu

program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah
ditetapkan.



(1)

(2)

I

‘}BAB 1 §

SISTEMATIKA RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH

Pasal 2

1
RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dicantumkan
disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN;

BAB 11 - EVALUASI HASIL TRIWULAN Il TAHUN
BERKENAAN ;

BAB III .- KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN
DAERAH;

BABIV : SASARAN QAN PRIORITAS PEMBANGUNAN
DAERAH;

BABV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH;

BABVI : PENUTUP. |

Perubahan RKPD sebagialmana dimaksud dalam ayat (1)
tercantum dalam Lamplran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

!
|
1
|

?asala

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2
dijadikan: ‘

a.
b.
c.

d.

(1)

dasar penetapan Perubahan Rencana Kerja Perangkat
Daerah;

pedoman penyusunan Kebl_]akan Umum Perubahan APBD
dan Perubahan PPAS;

landasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD; dan

bahan evaluasi Raperda tentang Perubahan APBD.

|
Pasal4

Perubahan RKPD Tahul'n 2023 dapat dilakukan apabila

berdasarkan  hasil evalua51 menunjukan adanya

ketidaksesuaian dengan keadaan, mehputl

a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi
prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi
Daerah, dan keuangan Daerah, rencana program,
kegiatan dan sub kegiatan;

b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun
sebelumnya, harus digunakan untuk tahun berjalan;

c. penambahan kegiatan dan/atau sub kegiatan baru
dalam perubahan RKPD Tahun 2023; dan

d. penambahan kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana
dimaksud pada huruf ¢, ditindaklanjuti dengan
perubahan dan/atau penambahan dalam Renstra
Perangkat Daerah  sebagai acuan penyusunan
perubahan Renja Perangkat Daerah.

|
|



(2) Perumusan perubahan RKPD Tahun 2023 perlu
memperhatikan hasil kesepakatan bersama antara Bupati
dengan Ketua DPRD tentang penambahan kegiatan
dan/atau sub kegiatan baru pada KUA dan PPAS.

BAB II1
PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Lampung Utara.

Ditetapkan di Kotabumi
pada tanggal 28 JUU 2023

BUPATI LAMPUNG UTARA,

Diundangkan di Kotabumi
pada tanggal 2§ 60\[ 2023

KABUPATEN LAMPUNG UTARA,

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TAHUN 2023 NOMOR : 52



